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Abstrak 
Korupsi adalah masalah besar yang berdampak pada keuangan 

negara dan stabilitas hukum di Indonesia. Ketika pelaku tindak pidana 
korupsi meninggal dunia sebelum proses hukum selesai, pemulihan 
kerugian negara menjadi tantangan. Artikel ini bertujuan untuk 
menganalisis tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian 
kerugian negara berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam. 
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan 
kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ahli waris memiliki tanggung jawab perdata 
untuk mengganti kerugian negara berdasarkan Pasal 1365 
KUHPerdata jo. Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Namun, tanggung jawab ini terbatas pada harta warisan yang 
diterima. Dalam hukum Islam, konsep hiwālah dan dhaman al-
‘udwan memperluas tanggung jawab ahli waris untuk melunasi 
semua utang pewaris. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire 
Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab mempertegas perlunya pengaturan 
yang lebih jelas mengenai batas tanggung jawab ahli waris. Penelitian 
ini merekomendasikan revisi peraturan terkait tanggung jawab ahli 
waris dalam kasus korupsi guna menciptakan kepastian hukum dan 
keadilan. Regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan 
bahwa pengembalian kerugian negara tidak melampaui batas yang 
wajar tanpa mengabaikan prinsip keadilan. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Ahli Waris, Tindak Pidana 
Korupsi, Hukum Perdata, Hukum Islam. 
 
Abstrak 
Corruption is a major problem that impacts state finances and legal 
stability in Indonesia. When the perpetrator of corruption dies before 
the legal process is completed, recovering state losses becomes a 
challenge. This article aims to analyze the responsibility of heirs in 
returning state losses based on civil law and Islamic law. This study 
uses a normative method with a case, statutory, and conceptual 
approach. The results of the study indicate that heirs have a civil 
responsibility to compensate state losses based on Article 1365 of the 
Civil Code in conjunction with Article 33 of the Corruption Eradication 
Law. However, this responsibility is limited to the inheritance 
received. In Islamic law, the concepts of hiwālah and dhaman al-

Article History 

Received: Desember 2024 

Reviewed: Desember 2024 

Published: Desember 2024 

 

Plagirism Checker No 

2298192 

Prefix DOI : Prefix DOI : 

10.8734/CAUSA.v1i2.365 

Copyright : Author 

Publish by : CAUSA 

  

 
This work is licensed 

under a Creative 

Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 

International License. 

Creative Commons License

mailto:pawchiato@gmail.com
mailto:annisasephia05@gmail.com
mailto:adhyaksanzr@gmail.com
mailto:amandakalila35@gmail.com
mailto:alvinnathaniel483@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 9 No 2 Tahun 2024 

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461 
 

ISSN 3031-0369 

 
 
 

 

‘udwan expand the responsibility of heirs to pay off all debts of the 
testator. The case study of the Nabire District Court Decision Number 
47/Pdt.G/2023/PN Nab emphasizes the need for clearer regulations 
regarding the limits of heirs' responsibility. This study recommends a 
revision of regulations related to the responsibility of heirs in 
corruption cases in order to create legal certainty and justice. More 
specific regulations are needed to ensure that the return of state losses 
does not exceed reasonable limits without ignoring the principle of 
justice. 
Keywords: Civil Liability, Heirs, Corruption, Civil Law, Islamic Law. 

 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Korupsi telah lama menjadi isu global yang menggerogoti tatanan hukum, ekonomi, dan 
sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan dampak yang begitu luas, korupsi tidak 
hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah tetapi juga 
merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Laporan dari Transparency International 
tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada 
tingkat yang memprihatinkan. Meski pemerintah telah berupaya memperkuat kerangka hukum 
melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, tantangan tetap ada, terutama dalam pengembalian kerugian negara. 

Salah satu kelemahan utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah 
ketidakmampuan untuk menuntut ganti kerugian ketika pelaku tindak pidana korupsi 
meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) menyatakan bahwa kewenangan untuk menuntut pidana gugur jika terdakwa 
meninggal dunia. Akibatnya, pelaku korupsi yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat 
dimintai pertanggungjawaban secara pidana, meskipun kerugian negara telah terbukti nyata. 
Dalam situasi seperti ini, upaya pengembalian kerugian negara bergeser dari ranah hukum 
pidana ke hukum perdata, di mana ahli waris pelaku dapat digugat untuk mengganti kerugian. 

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab ahli waris diatur dalam Pasal 830 dan 
Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini 
menyatakan bahwa warisan mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai 
dengan uang. Artinya, ahli waris secara otomatis mengambil alih tanggung jawab pewaris, 
termasuk utang atau kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
pewaris. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan 
dasar hukum untuk menggugat ahli waris guna memulihkan kerugian negara jika pewaris 
meninggal dunia. 

Namun demikian, penerapan tanggung jawab perdata terhadap ahli waris tidaklah 
sederhana. Tantangan hukum muncul ketika ahli waris merasa keberatan atas gugatan yang 
diajukan, terutama jika mereka tidak mengetahui asal-usul harta warisan yang diterima. Dalam 
beberapa kasus, ahli waris dapat saja menolak warisan untuk menghindari tanggung jawab atas 
utang pewaris. Pasal 1058 dan 1062 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk 
menolak warisan secara sah. Akan tetapi, jika ahli waris telah menerima warisan, mereka tidak 
dapat lagi menolak tanggung jawab yang melekat pada harta tersebut. 
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Sistem hukum Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam menangani masalah 
tanggung jawab ahli waris. Dalam hukum Islam, kewajiban membayar utang pewaris bersifat 
mutlak dan harus dilunasi sebelum pembagian warisan dilakukan. Konsep farā’iḍ dalam hukum 
waris Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan pewaris, baik berupa aset maupun utang, 
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian, ahli 
waris dalam hukum Islam memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melunasi utang 
pewaris, termasuk utang yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum. 

Kasus-kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab 
dan kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat menggambarkan kompleksitas 
penerapan tanggung jawab ahli waris dalam kasus korupsi. Dalam kasus di Nabire, ahli waris 
digugat untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum 
almarhum tersangka. Pengadilan memutuskan bahwa ahli waris bertanggung jawab secara 
tanggung renteng, tetapi batas tanggung jawab mereka dibatasi pada harta warisan yang 
diterima. 
Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konstruksi hukum antara pewaris, 
ahli waris, dan negara dalam konteks pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana 
korupsi. Penelitian ini juga mengeksplorasi batas tanggung jawab ahli waris menurut hukum 
perdata dan hukum Islam. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kerangka hukum dalam 
menangani kasus-kasus serupa di masa depan. 
 
LANDASAN TEORI 

Kajian mengenai tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian kerugian negara akibat 
tindak pidana korupsi memerlukan landasan teori yang kokoh. Dalam hal ini, teori hukum 
perdata, hukum Islam, dan prinsip keadilan memberikan kerangka dasar yang relevan. 

1. Teori Hukum Perdata 
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat, 

termasuk hubungan pewaris dan ahli waris. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan 
terjadi karena kematian, dan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa ahli 
waris secara otomatis memperoleh hak atas harta benda pewaris, termasuk kewajiban yang 
melekat padanya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Pasal 1365 KUHPerdata tentang 
perbuatan melawan hukum menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli 
waris pewaris yang terbukti menimbulkan kerugian negara. 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum tambahan 
untuk menggugat ahli waris. Regulasi ini menegaskan bahwa jika seorang pelaku tindak 
pidana korupsi meninggal dunia, sementara kerugian negara telah nyata terjadi, gugatan 
perdata dapat diajukan terhadap ahli waris yang menerima harta warisan dari pewaris. 
Hukum perdata juga mengenal tiga sikap ahli waris terhadap harta warisan, yaitu: 

• Menerima secara penuh (murni): Ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas 
aktiva dan pasiva pewaris. 

• Menerima dengan syarat (beneficiaire): Ahli waris hanya bertanggung jawab hingga 
batas harta warisan yang diterima. 

• Menolak warisan: Ahli waris sama sekali tidak menerima harta warisan dan tidak 
bertanggung jawab atas utang pewaris (Pasal 1058 KUHPerdata). 
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Pilihan ini menjadi penting dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab ahli waris dalam 
mengganti kerugian negara akibat tindakan korupsi pewaris. 

2. Teori Hukum Islam 
Dalam hukum Islam, konsep warisan diatur melalui prinsip farā’iḍ, yang mengatur 

pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syariat. Sebelum pembagian harta 
dilakukan, semua kewajiban pewaris, termasuk utang, harus diselesaikan terlebih dahulu. 
Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab kolektif dalam Islam yang dikenal sebagai 
dhaman al-‘udwan, yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang 
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. 

Pelimpahan utang pewaris kepada ahli waris dalam hukum Islam dikenal dengan konsep 
hiwālah. Konsep ini memungkinkan utang pewaris untuk dialihkan kepada ahli waris atau 
pihak lain yang mampu melunasinya. Kewajiban ini dipandang sebagai bagian dari tanggung 
jawab moral dan hukum ahli waris untuk menjaga keadilan dan integritas sosial. 

Berbeda dengan hukum perdata, hukum Islam memandang bahwa utang pewaris harus 
dilunasi, bahkan jika nilai utang melebihi aset warisan. Namun, pelunasan utang ini tidak 
bersifat wajib jika ahli waris tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut. 

3. Teori Keadilan 
Dalam konteks tanggung jawab ahli waris, prinsip keadilan memainkan peran penting 

dalam menentukan batas tanggung jawab. Teori keadilan distributif dan retributif menjadi 
landasan untuk menilai sejauh mana ahli waris harus menanggung kewajiban pewaris. 

• Keadilan distributif: Mengacu pada pembagian tanggung jawab yang proporsional 
antara ahli waris berdasarkan harta yang diterima. Dalam konteks ini, tanggung jawab 
ahli waris tidak boleh melebihi nilai harta warisan yang diterima, kecuali ada bukti 
bahwa aset pribadi mereka bercampur dengan hasil korupsi. 

• Keadilan retributif: Berfokus pada pengembalian kerugian negara sebagai bentuk 
hukuman atas tindakan melawan hukum pewaris. Prinsip ini menuntut adanya 
kesetaraan antara kerugian negara dan pengembalian yang dilakukan oleh ahli waris. 

Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka etis untuk memastikan bahwa proses hukum tidak 
hanya memulihkan kerugian negara tetapi juga melindungi hak-hak ahli waris yang 
bertindak dengan itikad baik. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doctrinal research, yang berfokus pada 
studi literatur dan dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi: 

1. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus konkret, seperti Putusan Pengadilan 

Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab dan kasus pengadaan mobil pemadam 
kebakaran di Jawa Barat, untuk memahami penerapan hukum terkait tanggung jawab ahli waris 
dalam mengganti kerugian negara. 

2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHPerdata, 

KUHP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menganalisis 
landasan hukum gugatan terhadap ahli waris. 

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti tanggung 

jawab ahli waris, perbuatan melawan hukum, dan keadilan dalam konteks hukum perdata dan 
hukum Islam. 
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Sumber Data 

• Sumber Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, KUHP, dan 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

• Sumber Hukum Sekunder: Literatur akademik, artikel jurnal, dan studi kasus yang relevan. 

• Sumber Hukum Tersier: Kamus hukum dan dokumen referensi lainnya untuk memberikan 
konteks tambahan. 

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu penelaahan dokumen hukum, literatur, 
dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 
pendekatan deduktif. Premis mayor diambil dari aturan hukum yang berlaku, seperti Pasal 
33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara premis minor berasal dari fakta 
hukum yang dianalisis. Hasilnya ditarik menjadi kesimpulan logis yang mendukung tujuan 
penelitian ini.  

 
PEMBAHASAN 

1. Regulasi Terkait Tanggung Jawab Ahli Waris 
Tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana 
korupsi diatur melalui kombinasi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum publik. 

1.1. Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut KUHPerdata 
Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menetapkan bahwa pewarisan 

melibatkan peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks 
tindak pidana korupsi, ahli waris dapat dimintai tanggung jawab untuk mengganti 
kerugian negara berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 

Jika harta warisan yang diterima mengandung hasil tindak pidana korupsi, 
Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan 
dasar hukum bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. 
Gugatan ini didasarkan pada fakta bahwa kerugian negara telah nyata terjadi dan 
jumlahnya dapat dihitung. 

1.2. Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam 
Hukum Islam memandang bahwa kewajiban membayar utang pewaris 

harus diprioritaskan sebelum pembagian harta warisan. Konsep hiwālah 
(pemindahan tanggung jawab utang) memungkinkan ahli waris untuk 
menanggung utang pewaris sebagai bagian dari kewajiban moral dan hukum. 
Prinsip ini sejalan dengan doktrin dhaman al-‘udwan, yang mengharuskan pihak 
yang diuntungkan dari tindakan melawan hukum untuk memberikan ganti rugi. 

Namun, berbeda dengan KUHPerdata, hukum Islam tidak membatasi 
tanggung jawab ahli waris hanya pada nilai harta warisan. Jika ahli waris memiliki 
kemampuan finansial, mereka diwajibkan untuk melunasi utang pewaris secara 
penuh, bahkan jika utang tersebut melebihi nilai harta warisan. 
 

1.3. Kerangka Hukum Gugatan Perdata dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit 
menyatakan bahwa jika tersangka meninggal dunia, sementara kerugian negara 
telah terbukti secara nyata, proses pidana dihentikan, tetapi gugatan perdata dapat 
dilanjutkan terhadap ahli waris. Gugatan ini bertujuan untuk memulihkan 
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kerugian negara, dengan mengacu pada prinsip bahwa tidak ada pihak yang boleh 
diuntungkan oleh hasil kejahatan. 
 

2. Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab 
Putusan ini merupakan salah satu contoh implementasi tanggung jawab ahli waris 

dalam konteks tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, ahli waris pelaku tindak pidana 
korupsi digugat untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 2.153.796.475. Meskipun 
pengadilan memutuskan tanggung jawab secara tanggung renteng, terdapat perdebatan 
mengenai batas tanggung jawab ahli waris, terutama jika harta warisan yang diterima 
tidak mencukupi untuk melunasi kerugian negara. 

 
3. Bentuk Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Pengembalian Kerugian Negara 

3.1. Tanggung Jawab Berdasarkan KUHPerdata 
KUHPerdata memberikan tiga opsi kepada ahli waris dalam menerima harta 

warisan: 
1. Menerima secara penuh: Ahli waris mengambil alih seluruh hak dan kewajiban 

pewaris, termasuk tanggung jawab atas utang dan kewajiban hukum lainnya. 
2. Menerima secara beneficiaire: Ahli waris menerima warisan dengan syarat 

bahwa tanggung jawabnya terbatas pada nilai harta warisan yang diterima. 
3. Menolak warisan: Ahli waris sama sekali tidak menerima warisan, sehingga 

terbebas dari tanggung jawab atas utang pewaris. 
Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerimaan secara penuh dapat 

menimbulkan risiko besar bagi ahli waris, terutama jika nilai utang pewaris 
melebihi nilai warisan. Oleh karena itu, penerimaan secara beneficiaire seringkali 
menjadi pilihan yang lebih aman, meskipun prosedur ini memerlukan persetujuan 
pengadilan dan bukti yang cukup untuk membatasi tanggung jawab ahli waris. 
 

3.2. Penerapan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan negara 

untuk menggugat ahli waris dalam hal pewaris meninggal dunia, asalkan kerugian 
negara telah nyata dan dapat dihitung. Dalam kasus seperti Putusan Pengadilan 
Negeri Nabire, pengadilan menegaskan bahwa ahli waris bertanggung jawab 
untuk mengganti kerugian negara secara tanggung renteng. Namun, tanggung 
jawab ini hanya berlaku jika ahli waris menerima warisan atau jika terdapat 
indikasi bahwa harta pribadi ahli waris bercampur dengan hasil tindak pidana 
korupsi. 

 
3.3. Perspektif Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, tanggung jawab ahli waris tidak hanya bersifat 
finansial tetapi juga moral. Seluruh utang pewaris, termasuk yang timbul dari 
perbuatan melawan hukum, harus diselesaikan sebelum pembagian warisan 
dilakukan. Hukum Islam tidak mengenal pembatasan tanggung jawab ahli waris 
berdasarkan nilai warisan, selama ahli waris memiliki kemampuan untuk melunasi 
utang pewaris. 

Prinsip ini didasarkan pada konsep dhaman al-‘udwan, yang mewajibkan 
pelaku atau ahli warisnya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh 
perbuatan melawan hukum. Konsep ini diperkuat oleh ajaran bahwa pelunasan 



CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 9 No 2 Tahun 2024 

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461 
 

ISSN 3031-0369 

 
 
 

 

utang pewaris adalah prioritas utama sebelum warisan dapat dibagikan kepada 
ahli waris. 
 

4. Studi Kasus: Implementasi dalam Putusan Pengadilan 

• Kasus Nabire 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab, ahli 
waris pelaku tindak pidana korupsi diminta untuk mengganti kerugian negara 
sebesar Rp 2.153.796.475. Pengadilan memutuskan bahwa tanggung jawab ahli 
waris bersifat tanggung renteng dan terbatas pada harta yang diterima dari 
pewaris. 
Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan putusan ini, terutama jika ahli 
waris tidak menerima warisan atau jika nilai warisan tidak mencukupi untuk 
mengganti kerugian negara. Dalam kasus ini, ahli waris dapat mengajukan 
keberatan dengan menggunakan argumen bahwa tanggung jawab mereka 
seharusnya proporsional terhadap nilai warisan yang diterima. 
 

• Kasus Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 
Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat juga menjadi contoh 
penting. Dalam kasus ini, kerugian negara telah nyata terbukti, tetapi pelaku 
meninggal dunia sebelum kasusnya selesai. Negara menggugat ahli waris untuk 
mengganti kerugian tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa ahli waris harus 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 33 UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Namun, pengadilan juga menghadapi dilema dalam menentukan batas tanggung 
jawab ahli waris, terutama jika ahli waris mengklaim bahwa harta warisan telah 
habis atau bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul harta tersebut. Hal ini 
menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik untuk memastikan keadilan 
bagi semua pihak. 

 
5. Analisis Keadilan dan Efektivitas Hukum 

• Prinsip Keadilan 
Dalam konteks gugatan terhadap ahli waris, prinsip keadilan harus 
mempertimbangkan beberapa hal: 

a. Proporsionalitas: Tanggung jawab ahli waris harus seimbang dengan nilai 
warisan yang diterima. 

b. Itikad Baik: Ahli waris yang bertindak dengan itikad baik, misalnya tidak 
mengetahui bahwa harta warisan berasal dari hasil korupsi, harus 
mendapatkan perlindungan hukum. 

c. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Ahli waris memiliki hak atas warisan 
tetapi juga memiliki kewajiban untuk melunasi utang pewaris. 

• Efektivitas Hukum 
Penerapan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membantu 
memulihkan kerugian negara dalam beberapa kasus. Namun, terdapat tantangan 
dalam implementasinya, termasuk: 

a. Kesulitan Pembuktian: Membuktikan bahwa harta warisan berasal dari hasil 
tindak pidana korupsi seringkali memerlukan investigasi yang mendalam. 
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b. Ketidaktahuan Ahli Waris: Banyak ahli waris yang tidak mengetahui asal-
usul harta warisan, sehingga merasa dirugikan oleh gugatan perdata. 

c. Keterbatasan Nilai Warisan: Jika nilai warisan tidak mencukupi, negara 
mungkin tidak dapat memulihkan seluruh kerugian. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian kerugian 
negara akibat tindak pidana korupsi merupakan isu yang kompleks, melibatkan hukum perdata, 
hukum Islam, dan prinsip keadilan. Beberapa simpulan utama yang dapat diambil adalah: 

1.  Tanggung Jawab Berdasarkan KUHPerdata: 
Ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sesuai dengan Pasal 830 dan 833 

ayat (1) KUHPerdata. Namun, tanggung jawab ini dapat dibatasi berdasarkan sikap ahli 
waris terhadap warisan, yaitu menerima secara penuh, beneficiaire, atau menolak 
warisan. 

2.  Tanggung Jawab Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 
Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum 

untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku korupsi. Tanggung jawab 
ini berlaku jika kerugian negara telah nyata dan jumlahnya dapat dihitung, serta ahli waris 
menerima warisan yang mengandung hasil tindak pidana. 

3.  Perspektif Hukum Islam: 
Hukum Islam memprioritaskan pelunasan utang pewaris sebelum pembagian 

harta warisan. Ahli waris wajib melunasi utang tersebut, termasuk yang timbul dari 
perbuatan melawan hukum pewaris, jika mereka memiliki kemampuan finansial. 

4.  Prinsip Keadilan: 
Dalam konteks gugatan terhadap ahli waris, keadilan harus mencakup 

proporsionalitas tanggung jawab, perlindungan bagi ahli waris yang bertindak dengan 
itikad baik, dan keseimbangan antara hak atas warisan dan kewajiban melunasi utang 
pewaris. 

 
5.  Tantangan Implementasi: 

Kesulitan pembuktian, ketidaktahuan ahli waris, dan keterbatasan nilai warisan 
menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku 
korupsi. 

 
Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat 
kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas penerapan tanggung jawab ahli waris dalam 
pengembalian kerugian negara: 

1. Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 
Diperlukan pasal yang lebih spesifik untuk mengatur batas tanggung jawab ahli waris, 
termasuk ketentuan mengenai proporsionalitas tanggung jawab berdasarkan nilai 
warisan yang diterima. 

2. Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat: 
Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban ahli 
waris dalam konteks hukum perdata dan pidana, termasuk risiko menerima warisan dari 
pelaku tindak pidana korupsi. 
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3. Penguatan Mekanisme Pembuktian: 
Negara perlu memperkuat mekanisme pembuktian untuk memastikan bahwa gugatan 
perdata terhadap ahli waris hanya diajukan jika terdapat bukti kuat bahwa harta warisan 
berasal dari hasil tindak pidana korupsi. 

4. Kolaborasi Antarlembaga: 
Institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), dan inspektorat daerah perlu bekerja sama lebih erat untuk 
menghitung dan membuktikan kerugian negara secara akurat. 

5. Integrasi Prinsip Hukum Islam: 
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, integrasi prinsip hukum Islam 
dalam pengaturan warisan dapat menjadi alternatif yang lebih adil bagi ahli waris, 
terutama dalam hal pelunasan utang pewaris. 

6. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris dengan Itikad Baik: 
Regulasi tambahan diperlukan untuk melindungi ahli waris yang menerima warisan 
tanpa mengetahui asal-usulnya, sehingga mereka tidak sepenuhnya menanggung risiko 
dari perbuatan pewaris. 
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